PT LATINUSA,Tbk.

KEPUTUSAN
Nomor : HK.00.01/111 /0000/2019

TENTANG

PENERAPAN ETHICAL TRADING INITIATIVE
CODE (KODE ETI) DI PT LATINUSA, Tbk.

DIREKSI PT LATINUSA, Tbk.

MENIMBANG * a. Bahwa sebagai bentuk komitmen Perusahaan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja,

Direksi bermaksud untuk menetapkan dan menerapkan FEthical Trading Initiative Code,
selanjutnya disebut Kode ETI di Perusahaan ;

b. bahwa untuk penetapan atas hal tersebut di atas, adalah berdasarkan Keputusan Direksi.

MENGINGAT *  Anggaran Dasar PT Latinusa,Tbk, Akta Nomor 104 tanggal 27 Maret 2013 yang dibuat oleh
Notaris Aryanti Artisari S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor AHU-28158. AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 27 Mei 2013, terakhir diubah kembali
dengan Akta Nomor 91 tanggal 26 Maret 2015 yang dibuat oleh Notaris Aryanti Artisari S.H.,
M.Kn.,, dan telah diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
yang dinyatakan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0019878 tanggal 27 Maret
2015.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKS! PT LATINUSA, Tbk. TENTANG PENERAPAN ETHICAL TRADING
INITIATIVE CODE (KODE ETI) DI PT LATINUSA, Tbk.

Pasal 1

(1) Menetapkan Kode ETI di PT Latinusa, Thk. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
(2)  Penetapan hal sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, berlaku mulai tanggal 01 September 2019.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku, dengan ketentuan akan diadakan pengubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya
sepanjang diperlukan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL ‘21 Agustus 2019

DIREKSI PT LATINUSA, Tbk

Tembusan :

1. Yth. Pgra Dewan Komisaris. ME JT YH
2. Para Direktur.

3. Para General Manager/Setingkat. )
4. Para Kepala Divisi/Setingkat. %
4. Ketua SKALA.
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The ETI Base Code is founded on the conventions
of the International Labour Organisation (ILO) and
is an internationally recognised code of good
labour practice.

It is viewed as a global reference standard and is
widely used as a benchmark against which to
conduct social audits and develop ethical trade
action plans.

The provisions of the Base Code constitute
minimum and not maximum standards.

Companies applying this code are expected to
comply with national and other applicable laws.
Where the law and the Base Code address the same
subject, companies are expected to apply the
provision that affords the greater protection to
workers.

Driving improvements in company supply Chains
By joining ETI, a company agrees to demonstrate a
clear commitment to ethical trade, to integrate
ethical trade into core business practices, and to
tackle any issues that arise in the supply chain.

1. Employment is freely chosen
1.1 There is no forced, bonded or involuntary
prison labour.
1.2 Workers are not required to lodge “deposits”
or their identity papers with their employer and
are free to leave their employer after reasonable
notice.

2. Freedom of association and the right to
collective bargaining are respected
2.1 Workers, without distinction, have the right
to join or form trade unions of their own
choosing and to bargain collectively.
2.2 The employer adopts an open attitude
towards the activities of trade unions and their
organizational activities.
2.3  Workers representatives are  not
discriminated against and have access to carry
out their representative functions in the
workplace.
2.4 Where the right to freedom of association
and collective bargaining is restricted under law,
the employer facilitates, and does not hinder, the
development of parallel means for independent
and free association and bargaining.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKSI PT LATINUSA, Tbk

HK.00.01/111 /0000/2019
21 Agustus 2019

Nomor
Tanggal

Kode ETI dibentuk berdasarkan Konvensi
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan
merupakan kode praktik perburuhan yang baik dan
diakui secara internasional.

Dipandang sebagai standar referensi global dan
digunakan secara luas sebagai tolok ukur untuk
melakukan audit sosial dan mengembangkan
rencana aksi perdagangan etis.

Ketentuan-ketentuan kode dasar merupakan standar
minimum dan tidak maksimal.

Perusahaan yang menerapkan kode ini diharapkan
untuk mematuhi ketentuan hukum nasional lainnya
yang berlaku. Jika undang-undang dan kode dasar
membahas masalah yang sama, perusahaan
diharapkan untuk menerapkan ketentuan yang
memberi perlindungan lebih besar kepada pekerja.
Mendorong peningkatan rantai pasokan perusahaan
dengan bergabung dengan ETI, sebuah perusahaan
setuju untuk menunjukkan komitmen yang jelas
terhadap etika perdagangan, untuk
mengintegrasikan perdagangan etis ke dalam inti
praktik bisnis, dan untuk mengatasi masalah apa pun
yang muncul dalam rantai pasokan.

1. Pekerjaan dipilih secara bebas
1.1 Tidak ada pemaksaan, terikat atau kerja
paksa di penjara.
1.2 Pekerja tidak diharuskan untuk menyerahkan
“jaminan” atau identitas miliknya dan bebas
untuk resign dengan alasan yang masuk akal.

2. Kebebasan berserikat dan penghormatan hak
untuk bernegosiasi secara kolektif
2.1 Pekerja, tanpa perbedaan, memiliki hak untuk
bergabung atau membentuk serikat pekerja yang
dipilih sendiri dan bernegosiasi secara kolektif.
2.2 Perusahaan mengambil sikap terbuka
terhadap  kegiatan serikat pekerja  dan
organisasinya kegiatan.
2.3 Perwakilan pekerja tidak didiskriminasi dan
memiliki akses untuk menjalankan fungsi
perwakilan mereka di tempat kerja.

2.4 Dimana hak atas kebebasan berserikat dan
negosiasi secara kolektif dibatasi berdasarkan
hukum, fasilitas perusahaan, dan tidak
menghalangi, pengembangan sarana parallel
untuk perundingan yang independen dan bebas.
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3. Working conditions are safe and hygienic

3.1 A safe and hygienic working environment
shall be provided, bearing in mind the
prevailing knowledge of the industry and of any
specific hazards. Adequate steps shall be taken
to prevent accidents and injury to health arising
out of, associated with, or occurring in the
course of work, by minimizing, so far as is
reasonably practicable, the causes of hazards
inherent in the working environment.

3.2 Workers shall receive regular and recorded
health and safety training, and such training
shall be repeated for new or reassigned workers.

3.3 Access to clean toilet facilities and to
potable water, and, if appropriate, sanitary
facilities for food storage shall be provided.

3.4 Accommodation, where provided, shall be
clean, safe, and meet the basic needs of the
workers.

3.5 The company observing the code shall
assign responsibility for health and safety to a
senior management representative.

4. Child labour shall not be used

4.1 There shall be no new recruitment of child
labour.

4.2 Companies shall develop or participate in
and contribute to policies and programmes
which provide for the transition of any child
found to be performing child labour to enable
her or him to attend and remain in quality
education until no longer a child.

4.3 Children and young persons under 18 shall
not be employed at night or in hazardous
conditions.

4.4 These policies and procedures shall conform
to the provisions of the relevant [LO standards

5. Living wages are paid

5.1 Wages and benefits paid for a standard
working week meet, at a minimum, national
legal standards or industry benchmark
standards, whichever is higher. In any event
wages should always be enough to meet basic
needs and to provide some discretionary
income.

5.2 All workers shall be provided with written
and understandable Information about their
employment conditions in respect to wages
before they enter employment and about the
particulars of their wages for the pay period
concerned each time that they are paid.
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3. Kondisi kerja aman dan higienis

3.1 Lingkungan kerja yang aman dan higienis
harus disediakan, berdasarkan ketentuan yang
berlaku di industri dan semua bahaya spesifik.
Langkah-langkah yang -memadai harus diambil
untuk mencegah kecelakaan dan cedera pada
kesehatan yang timbul dari, terkait dengan, atau
terjadi dalam pekerjaan, dengan meminimalkan,
sejauh dapat dipraktikkan, penyebab bahaya yang
melekat di lingkungan kerja.

3.2 Pekerja akan menerima pelatihan kesehatan
secara teratur & tercatat dan pelatihan tersebut
harus diulang untuk pekerja baru atau pekerja
yang ditugaskan kembali.

3.3 Akses ke fasilitas toilet bersih dan air minum,
dan, jika memungkinkan, fasilitas sanitasi untuk
penyimpanan makanan harus disediakan.

3.4 Akomodasi, jika disediakan, harus bersih,
aman, dan memenuhi kebutuhan dasar para
pekerja.

3.5 Perusahaan yang mematuhi kode harus
menentukan penanggungjawab untuk kesehatan
dan keselamatan kepada senior management
representative.

4. Pekerja anak tidak boleh digunakan

4.1. Tidak akan ada perekrutan pekerja baru
anak-anak.

4.2 Perusahaan harus mengembangkan atau
berpartisipasi dalam dan berkontribusi pada
kebijakan dan program yang menyediakan
transisi dari setiap anak-anak yang ditemukan
melakukan pekerja anak untuk memungkinkan
dia hadir dan tetap dalam pendidikan yang
berkualitas sampai tidak lagi anak-anak

4.3 Anak-anak dan remaja di bawah 18 tidak
boleh dipekerjakan pada malam hari atau dalam
kondisi berbahaya.

4.4 Kebijakan dan prosedur ini harus sesuai
dengan ketentuan standar ILO yang relevan.

5. Upah hidup dibayar

5.1 Upah dan tunjangan yang dibayarkan untuk
standar minggu kerja memenuhi, paling
minimum, standar hukum nasional atau standar
industri sejenis, mana yang lebih tinggi.
Bagaimanapun upah harus selalu cukup untuk
memenuhi  kebutuhan dasar dan  untuk
memberikan penghasilan tambahan.

5.2 Semua pekerja harus diberikan Informasi
tertulis dan dapat dimengerti tentang kondisi
pekerjaan mereka sehubungan dengan upah
sebelum mereka memasuki pekerjaan dan
tentang rincian upah mereka untuk periode
pembayaran yang bersangkutan setiap kali
mereka dibayar.



5.3 Deductions from wages as a disciplinary
measure shall not be permitted nor shall any
deductions from wages not provided for by
national law be permitted without the expressed
permission of the worker concerned. All
disciplinary measures should be recorded.

6. Working hours are not excessive

6.1 Working hours must comply with national
laws, collective agreements, and the provisions
of 6.2 to 6.6 below, whichever affords the
greater protection for workers. Sub-clauses 6.2
to 6.6 are based on international labour
standards.

6.2 Working hours, excluding overtime, shall be
defined by contract, and shall not exceed 40
hours per week.

6.3 All overtime shall be voluntary. Overtime
shall be used responsibly, taking into account all
the following: the extent, frequency and hours
worked by individual workers and the
workforce as a whole. It shall not be used to
replace regular employment. Overtime shall
always be compensated at a premium rate,
which is recommended to be not less than 125%
of the regular rate of pay.

6.4 The total hours worked in any seven day
period shall not exceed 60 hours, except where
covered by clause 6.5 below.

6.5 Working hours may exceed 60 hours in any

seven day period only in exceptional

circumstances where all of the following are
met:

« this is allowed by national law;

* this is allowed by a collective agreement
freely negotiated with a workers’ organization
representing a significant portion of the
workforce;

* appropriate safeguards are taken to protect the
workers’ health and safety;

« the employer can demonstrate that exceptional
circumstances apply such as unexpected
production peaks, accidents or emergencies.

6.6 Workers shall be provided with at least one

day off in every seven day period or, where

allowed by national law, two days off in every

14 day period

7. No discrimination is practiced

7.1 There is no discrimination in hiring,
compensation, access to training, promotion,
termination or retirement based on race, caste,
national origin, religion, age, disability, gender,
marital status, sexual orientation, union
membership or political affiliation.
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5.3 Pengurangan upah sebagai tindakan
indisipliner atau pemotongan upah yang tidak
diatur oleh hukum nasional tidak diizinkan tanpa
izin tertulis dari pekerja yang bersangkutan.
Semua tindakan disipliner harus dicatat.

6. Jam kerja tidak berlebihan

6.1 Jam kerja harus mematuhi hukum nasional,
Perjanjian Kerja Bersama, dan ketentuan 6.2
hingga 6.6 di bawah ini, mana saja memberi
perlindungan yang lebih besar bagi pekerja. Sub-
klausa 6.2 ke 6.6 didasarkan pada standar
perburuhan internasional.
6.2 Jam kerja, tidak termasuk lembur, harus
ditentukan oleh kontrak, dan tidak akan melebihi
40 jam per minggu.
6.3 Semua kerja lembur bersifat sukarela.
Lembur harus digunakan secara bertanggung
jawab, dengan mempertimbangkan semua hal
berikut: tingkat, frekuensi dan jam kerja oleh
pekerja individu dan tenaga kerja secara
keseluruhan. Itu tidak dapat digunakan untuk
mengganti pekerjaan reguler. Lembur harus
selalu dikompensasi dengan tarif premium, yang
direkomendasikan untuk tidak kurang dari 125%
dari tingkat pembayaran reguler.
6.4 Total jam kerja dalam periode tujuh hari
tidak boleh melebihi 60 jam, kecuali jika dicakup
oleh pasal 6.5 di bawah ini.
6.5 Jam kerja dapat melebihi 60 jam dalam tujuh
hari periode hanya dalam keadaan luar biasa di
mana semua kondisi berikut terpenuhi:
* ini diizinkan oleh hukum nasional;
 ini diizinkan oleh Perjanjian Kerja Bersama
secara bebas dinegosiasikan dengan Serikat
yang mewakili sebagian besar tenaga kerja;
« perlindungan yang tepat diambil untuk
melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja;
* Perusahaan dapat menunjukkan bahwa keadaan
luar biasa berlaku seperti produksi yang tidak
terduga, kecelakaan atau keadaan darurat.

6.6 Pekerja harus diberikan setidaknya satu hari
libur setiap periode tujuh hari atau, jika diizinkan
oleh hukum nasional, dua hari libur dalam setiap
periode 14 hari.

7. Tidak ada diskriminasi yang dilakukan

7.1 Tidak ada diskriminasi dalam perekrutan,
kompensasi, pelatihan, promosi, pemutusan
hubungan kerja atau pensiun berdasarkan ras,
kasta, asal kebangsaan, agama, usia, cacat, jenis
kelamin, status perkawinan, orientasi seksual,
keanggotaan serikat atau afiliasi politik.



8. Regular employment is provided

8.1 To every extent possible work performed
must be on the basis of recognised employment
relationship established through national law
and practice.

8.2 Obligations to employees under labour or
social security laws and regulations arising from
the regular employment relationship shall not be
avoided through the use of labour-only
contracting, sub- contracting, or homeworking
arrangements, or through apprenticeship
schemes where there is no real intent to impart
skills or provide regular employment, nor shall
any such obligations be avoided through the
excessive use of fixed-term contracts of
employment.

9. No harsh or inhumane treatment is allowed

9.1 Physical abuse or discipline, the threat of
physical abuse, sexual or other harassment and
verbal abuse or other forms of intimidation shall
be prohibited.

The provisions of this code constitute minimum
and not maximum standards, and this code should
not be used to prevent companies from exceeding
these standards.

Companies applying this code are expected to
comply with national and other applicable law and,
where the provisions of law and this Base Code
address the same subject, to apply that provision
which affords the greater protection.
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8. Pekerjaan reguler disediakan
8.1 Sebisa mungkin pekerjaan yang dilakukan
harus pada dasar hubungan kerja yang diakui dan
ditetapkan melalui hukum dan praktik nasional.

8.2 Kewajiban kepada karyawan di bawah
hukum tenaga kerja atau jaminan sosial dan
peraturan yang timbul dari hubungan pekerjaan
tetap tidak boleh dihindari melalui penggunaan
kontrak tenaga kerja, sub-kontrak, atau hubungan
pekerjaan  rumah, atau melalui skema
pemagangan di mana tidak ada niat nyata untuk
memberikan keterampilan atau memberikan
pekerjaan tetap, juga kewajiban semacam itu
tidak boleh dihindari melalui penggunaan
berlebih kontrak kerja jangka tetap.

9. Tidak ada perlakuan kasar atau tidak
manusiawi yang diizinkan
9.1 Pelecehan fisik atau disiplin, ancaman
pelecehan fisik, pelecehan seksual atau lainnya
dan pelecehan verbal atau bentuk intimidasi
lainnya akan dilarang.

Ketentuan kode ini merupakan standar minimum
dan bukan standar maksimum, dan kode ini tidak
boleh digunakan untuk mencegah perusahaan
melebihi standar ini.

Perusahaan yang menerapkan kode ini diharapkan
untuk mematuhi hukum nasional dan lainnya yang
berlaku dan, di mana ketentuannya hukum dan kode
dasar ini membahas subjek yang sama, untuk
terapkan ketentuan yang memberi perlindungan
lebih besar.



